|. .F.lt'. [ ] =3 ': : E.I bah.wa untllk mcnuﬁ - m
L dan meningkatkan sumber pendapa

_. tial:ttahs'ar:ncaau-asn1:>n:>fes:immle.ehjngg:a‘t:n:.:nzlasl}'aEllli!-‘-’-‘-'lﬂﬂf-‘‘5"‘—"1']“'5'5"il
guna, perlu adanya Perusahaan Daerah Perbengkelan ;

b.bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan
menctapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah
Perbengkelan.

nginge + 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
| Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851)

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
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{ B AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
peraturan: Daerah ini yang dimaksud dengan :
pocroh e acrah adaiah o
j pemer s alah Walikota Magelang; e e

P ikota ad
:- Wa]lk ;]tlaaall Daerah Perbengkelan yang selanjutnya disebut PD ngc]an
d Pﬂgluﬂh perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang; |

: ksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;
D Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perbengkelan

¢ gadan
ﬁBadMagclang;

};:gt;vai dalah Pegawai Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;
g
BAB 11
KETENTUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Perbengkelan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Magelang.

BAB Il .....
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3) Modal Awal PD_ Pcrbcn.g]_sclan terscbut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat
ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan
pengalihan kekayaan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

BAB V
DIREKSI

) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan
Pengawas.

|
|
1

:
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[2) l}fmsﬂl dari swasta maka faimang ‘hmakuud dalam ayat (1) Pasal ini bukan

dﬂhulu status kcpcgawﬂiannyi:ﬂng bcmﬂgkutan harus melepaskan terlebih
untuk dapat diangkat sebagn:
¥ ebagai berikut : 84l anggota Direksi harus memenuhi persyaratan

a diutamakan mempunygj pendidi

b. mempunyai pengalamary, ketia min;

dibuktikan dengan Surat e ; sahaan
sebelumnya dengan penilg; bajkw (referensi) dari peru

4) Pengangkatan anggota Direksi sebaga: , i
b ditetapkan dengan Keputusan Walj] agt:mm dimaksud pada ayat (1) Pasal

Pasal 7

jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (em dan diantaranya
jiangkat sebagai Direktur Utama, (empat) orang seorang

Pasal 8

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang

bersangkutan.
() Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini apabila Direktur diangkat menjadi
Direktur Utama.

(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun,

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan

kinerja PD Perbengkelan setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi dalam mengelola PD Perbengkelan mempuny ai tugas sebagai berikut :

% memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Perbengkelan ;
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b menyampaikan Rencang qu
. sahaan Dﬂcmh as m

[::SICBHIJEH; t&hunan kc[;g:jm 4 tahun dan Rencana Kerja Anggaran
& 4 Badan Pengawas untuk mendapat

pircksi dalam menge
. — Perbengkelan Ime€mpunyai wewenang sebagai berikut :
g mengangkat dan memberhentikap pegawai:

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

e mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang
mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani
anggaran PD Perbengkelan;

). memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak
dan atau benda tak bergerak milik PD Perbengkelan;

» penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Baglan Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Scanned by TapScanner



rz] grlﬂmbﬂt*if"l?;l:lﬂtgﬂ :a (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Bukm Direksi
' penyampal Aporan  Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan

tuk mendap: :
Pﬂ“gfmrﬂs o Capatian pengesahan, yang terdiri dari Neraca
perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

Neraca dan Perhitungan  Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan

sahan dari Walikota members g
Fpﬂgimkzsi dan Badan Pengawas. erikan pembebasan tanggung jaw epada

(3

pireksi mengajukan Rencang Kerja dan Anggaran PD Perbengkelan.

5 Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum

dianggap telah disahkan. e e y

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 13
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
a. gaj,
b. tunjangan.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Paszal 14

(1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar/ cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa
jabatan;

c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
d. cuti alasan penting ;

e. cuti sakat.
(2) Pelaksanaan ....
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Pe , i : dan
pasal ini dilaksanakan M‘:g]aal?ana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, ¢ c
mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat

Pasal 16

() Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam_ Pasal 15 huruf ¢, d dan e Badan Pengawas segera
melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan

(2 Apabia berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana

maud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada
ota.

Pasal 17

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil
pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

8. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang
melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf ¢,d dan f;

b. Keputusan....
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Pasal 19

paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas
sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 20

(1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan

() Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk
masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 21.....
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C. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang
menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 24

wan Pengawas mempunyai tugas sebagai beﬁkut :
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(D Kemw&ngmsmmmimahﬂnumium sebesar 40% ( empat puluh per
seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Sckretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh
lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per
seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 28

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
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a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi
;l:afthengawaayangmclakulmnpmbuatandalamPasalzghumfc,d

—r— -

[* b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan
| Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 hurufe.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG
| PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

ngelolaan barang PD Perbengkelan harus berpedoman pada peraturan |

Pasal 32 ....
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(1)

(2)

(1)

12

Pasal 32

Dﬂ‘ck""l dc.ngsm kllm Wahkuu_.

mri'lgtﬁﬂﬂﬁknﬂ dﬂ]] mr_ml‘i'] beml:nang dan be-rfanggung jﬂWﬂb dﬂ]ﬂm

) ) n llfllﬂt‘lﬂlﬁﬂn Fiam"g Perusahaan D‘Bmh;

ire k=i 1m . r

e rlcnggﬂf;ﬂ;nd a\ ﬂf (1) Pnam] ini berwe J&WHb atas
penyc a mlmulmunﬂi - Twenang dan bertanggung

lingkungan PD Perbenglkel PCoggunaan dan perawatan barang dalam

sak , atau tidak cfisien lagi untuk
dapat dihapus dari daftar inventaris.

Penghapusan banmg-bmg timal
. bih»
dahulu mendapatkan pPertsetujuan dar.?uwd a]jl?g:, (1 Pasal ini harus terie

Status Kepegawaian, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi
dan chiwm / kﬂlgﬂwan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan
memperhatikan ctentuan/peraturan berlaku dap  kondisi kemampuan

T\mjangau 3‘3]31]1 yang diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur
oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah
mendapatkan pengesahan dari Walikota.

BAB IX
TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWALI

Pasal 35

Anggota Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah , yang dengan sengaja
maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Disamping ....
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BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37
a. Dana Pembangunan Daerah = 30%
b. Dana Anggaran Belanja Daerah = 25%
c. Dana Cadangan Tujuan =15%
d. Dana Cadangan Umum = 10 %
e. Dana Pensiun = 504
f. Dana Jasa Produksi = 10 %
g. Dana Sosial dan Pendidikan = 5%

(2) Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota, untuk pembangunan
Daerah termasuk investasi di Perusahaan Daerah;

(3) Penggunaan laba untuk Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf d Pasal i, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan
untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota;

(4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;

(5) Walikota dalam menetapkan penggunaan laba scbagaimana dimaksud ayat
(2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan
Pengawas.

BAB XII ...
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Apabila PeruSahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan

o onie' : Perusahaan Daerah d i lebih/kurang
mmjadlmﬂik/mmmmeﬂntahnamhm . e

ta menyelesaikan Di . :
:rﬂ)alikv D o Ker ckaryaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Dacrah yang

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari
2 (dua) orang.

Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan
@ kepada perusahaan yang bersangkutan
Pasal 41

(1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga
kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% ( dua puluh perseratus) dari laba
bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

(2) Besarnya Jasa Produksi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan
Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 42

PD Perbengkelan yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Da:ra_l:l, Badan Pengawas
boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak S (lima) orang.
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini } i i
: _ sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;

Pasal 48.......

W'.""' &Lond
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Pasal 48

Damhinimuhimum |

; supaya sctiap orang dapat
T " nengetahuinya memerintahkan

TiN =

' _.,'.-

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Pebruari 2002.

WALIKOTA MAGELANG
H. FAHRIYANTO
Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAE KOTA MAGELANG

Drs.
Pembi a Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI E NO. 5

s -
: v Iy - S 2
el L M‘}" o Ll
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aa-hﬂan :
Kota Magelang merupaja; oui 26T8h Perbengkelan yang berkedudukan di
dikelolaa secars Profesiong] ! satu Perusahaan Daerah yang apabila

masyarakat serta Pemerintay, 1?:,(1:11 M::::E;mm manfaat langsung bagl
. g.

Pasal S ayat (1) : Cukup jelas

ayat {(2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud kekayaan daerah yang dipisahkan adalah
kekayazn  daerah yang disisihkan dari anggaran
keunangan daerah.
Pasal 6 s/d 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Pembagian Laba Perusahaan Daerah tersebut sesuai

dengan Undaug-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah

P.333138 s/d 48 : Cukup jelas.

_—_——-———-—_-——'_-—_—__——-—__-——
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